BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kewenangan dan Fungsi DPD RI dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya diatur pada pasal 22 D undang-
Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur lebih
lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD, dalam pelaksanaan tugas DPD memilki tugas,
wewenang dan fungsi pada bidang legislasi, bidang pertimbangan dan
bidang pengawasan.

2. lus Constituendum Kewenangan dan Fungsi DPD melalui amandemen ke
V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat
dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu, pertama, Rekonstruksi Jumlah
kursi bagi anggota DPD, Kedua, Amandemen Pasal 22 D, amandemen
pasal 22 D, Ketiga, Larangan DPD sebagai Kader Partai Politik.

5.2 SARAN

1. Perlu adanya dukungan dari semua elemen bangsa Indonesia, dukungan
dari elit Politik yakni, DPR dan DPD untuk dapat memenuhi persyaratan
terhadap usulan amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memenuhi kourum 1/3 dari

jumlah anggota MPR.



2. Dukungan dari ahli hukum untuk dapat menuangkan gagasan terhadap
pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

3. Dukungan masyarakat, perlu adanya desakan dari masyarakat luas
sebagai bentuk aspirasi untuk mendorong Pelaksanaan Amandemen ke V
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945,

4. Untuk melakukan Amandemen ke V Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia perlu dibentuk panitia khusus pembentuk Konstitusi
Indonesia, yang terdiri dari MPR, MK dan Ahli hukum dalam panitia

khusus pembentuk Konstitusi Indonesia.
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Lampiran 1: Hasil Pengawasan DPD terhadap pelaksanaan Undang-undang

No | Pelaksanaan Pengawasan DPD RI

1 | Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/11/2013-2014 Tentang Kesehatan
berkenan dengan kesehatan ibu dan anak

2 | Keputusan DPD RI Nomor 33/DPD RI/11/2013-2014 Tentang
Penyelengaraan Ibadah Haji berkenan dengan penyelengaraaan Ibadah Haji
Tahun 1434 H/2013 M

3 | Keputusan DPD RI Nomor 25/DPD RI/11/2013-2014 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian khususnya mengenai pengangkatan tenaga Honorer menjadi
calon Pegawai Negeri Sipil

4 | Keputusan DPD Rl Nomor 21/DPD RI/1/2013-2014 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

5 | Keputusan DPD RI Nomor 19/DPD RI/1/2013-2014 Tentang Penataan
Ruang

6 | Keputusan DPD RI Nomor 14/DPD RI/1/2013-2014 Tentang sistem
Jaminan sosial nasional

7 | Keputusan DPD RI Nomor 13/DPD RI/1/2013-2014 Tentang Penempatan
dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri

8 | Keputusan DPD RI Nomor 77/DPD RI/1V/2012-2013 Tentang Hasil
pengawasan DPD RI
atas Penindakan lanjutan rekomendasi BPK Tahun 2012-2013

9 | Keputusan DPD RI Nomor 76/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang Hasil




Pengawasan DPD RI atas penyelesaian kasus tunjangan komunikasi intensif
pimpinan dan anggota DPRD dan dana oprasional pimpinan DPRD periode

tahun 2004-2009

10

Keputusan DPD RI Nomor 75/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas penyimpangan dalam perijinan dan pengelolaan

usaha pertambangan

11 | Keputusan DPD RI Nomor 72/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang bidang perpajakan

12 | Keputusan DPD RI Nomor 71/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang
Perkeretaapian

13 | Keputusan DPD RI Nomor 69/DPD RI/IVV/2012-2013 Tentang Pemerintah
Daerah terkait penyelengaraan Pemerintahan Desa

14 | Keputusan DPD RI Nomor 66/DPD RI/IV/2012-2013 Tentang
Perlindungan Anak

15 | Keputusan DPD RI Nomor 65/ DPD RI1/2012-2013 Tentang sistem
Pendidikan Nasional berkenan dengan penyelengaraan Ujian Nasional
Tahun ajaran 2012-2013

16 | Keputusan DPD RI Nomor 63/DPD RI/1V/2012-2013 Tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia

17 | Keputusan DPD RI Nomor 59/DPD RI/I11/2012-2013 Tentang Kawasan
Ekonomi Khusus

18 | Keputusan DPD RI Nomor 58/DPD RI/111/2012-2013 Tentang Pengelolaan

Sampah




19 | Keputusan DPD RI Nomor 57/DPD RI/111/2012-2013 Tentang Panas Bumi

20 | Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/111/2012-2013 Tentang Pemerintah
Daerah

21 | Keputusan DPD RI Nomor 52/DPD RI/I11/2012-2013 Tentang
Pemerintahan Daerah

22 | Keputusan DPD RI Nomor 51/DPD RI/111/2012-2013 Tentang Pengadaan
Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

24 | Keputusan DPD RI Nomor 50/DPD RI/111/2012-2013 Tentang
Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
mikro, kecil dan menengah

25 | Keputusan DPD RI Nomor 48/DPD RI/I11/2012-2013 Tentang sistem
Pendidikan Nasional berkenan dengan kebijakan kurikulum 2013

26 | Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/111/2012-2013 Tentang Perumahan
dan kawasan pemukiman

27 | Keputusan DPD RI Nomor 71/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang Hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Badan Penyelengaraan atas jaminan sosial

28 | Keputusan DPD RI Nomor 70/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Perlindungan cagar budaya

29 | Keputusan DPD RI Nomor 69/DPD RI/IV 2013-2014 Tentang hasil

pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi khusus




30

Keputusan DPD RI Nomor 68/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

31

Keputusan DPD RI Nomor 58/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan tas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2004 Tentang Perikanan.

32

Keputusan DPD RI Nomor 57/DPD RI/IV/2013-2014 Tentang hasil
pengawasaan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan

DPRD

33

Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/I11/2013-2014 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro, dan menengah

34

Keputusan DPD RI Nomor 34/DPD RI/11/2013-2014 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berkenanan dengan Kesehatan

ibu dan anak

35

Keputusan DPD Rl Nomor 33/DPD RI/I11/2013-2014 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2008 tentang penyelengaraan ibadah haji berkenan

dengan penyelengaraan ibadah haji 1434 H/2013 M

36

Keputusan DPR RI Nomor 25/DPD RI/11/2013-2014 tentang hasil

10




pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian khususnya mengenai

Tenaga Honorer menjadi CPNS

37

Keputusan DPR RI Nomor 21/DPD RI/1/2013-2014 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2012 Tentang APBN tahun 2013

38

Keputusan DPD RI Nomor 19/DPD RI/1/2013-2014 Tentang hasil
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruang.
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